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putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara:

  Harwinto  Asmara,  berkedudukan  di   Komplek  Pusbinal  A/5  RT/RW.

007/012  Kel.  Pondok  Bambu,  Kec.  Duren  Sawit.

Jakarta Timur, Kel. Pondok Bambu., Duren Sawit, Kota

Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Togi Mangunsong, S.H., M.H, beralamat

di Grya Wahyoe Lt. 2 Jalan Sungai Sambas III No. 5,

Kramat  Pela,  Kebayoran  Baru,  Jakarta  Selatan

berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal   25  Mei

2021 selanjutnya disebut sebagai  Penggugat ;

Lawan:

  Sjaminah,  bertempat  tinggal  di  Green  Garden  Blok  O-I/24  RT/RW.

008/010.  Kel.  Kedoya  Utara.  Kec.  Kebon  Jeruk.

Jakarta  Barat,  Kedoya  Utara,  Kebon  Jeruk,  Kota

Jakarta  Barat,  DKI  Jakarta  ,selanjutnya  disebut

sebagai  Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa Penggugat  dengan surat  gugatan tanggal  21 Juni

2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur  pada tanggal  22 Juni 2021 dalam Register Nomor  331/Pdt.G/2021/PN

Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun  dasar  alasan-alasan  sehingga  diajukannya  Gugatan Pembatalan

Perjanjian ini akan kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tahun  2019  Penggugat  berencana  untuk  membuka  bisnis

dibidang tour & travel dan mencari lokasi usaha untuk dibeli;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa  dalam  proses  pencarian  lokasi  usaha  Penggugat  tertarik  dengan

salah satu tanah dan bangunan disekitaran daerah Klender yang ternyata

milik TERGUGAT;

3. Bahwa  karena  ketertarikan  Penggugat  terhadap  tanah  dan  bangunan

tersebut, Penggugat akhirnya melakukan pertemuan dengan TERGUGAT;

Bahwa  dalam  pertemuan  tersebut  Tergugat  menjelaskan  tanah  dan

bangunan yang dimaksud  oleh  Penggugat  memang benar  milik  Tergugat

berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,

Jakarta Timur, DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 17 Maret 2000;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat saat ini Sertipikat

milik Tergugat sebagaimana disebutkan diatas sedang berada pada pihak

Bank  CIMB  Niaga  karena  menjadi  bagian  dari  Perjanjian  Kredit,  hal  itu

dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  No.  007/EXT/SME-PIK/II/2018

tertanggal 1 Februari 2018;

4. Bahwa  pada  tanggal  10  Agustus  2019,  Tergugat  mengirimkan  dokumen-

dokumen terkait tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, yaitu :

- Izin  Mendirikan Bangunan No.  01110/IMB/2007 yang dikeluarkan oleh

Gubernur  Propinsi  DKI  Jakarta  melalui  Kepala  Dinas  Penataan  dan

Pengawasan Bangunan tertanggal 8 Februari 2007;

- Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015;

- Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019;

5. Bahwa setelah seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat kepada

Penggugat  terkait  tanah  dan  bangunan  tersebut,  maka  baik  Penggugat

maupun  Tergugat  sepakat  melakukan  jual  beli terhadap  tanah  dan

bangunan yang terletak dijalan DR.  Soekamto No.  89 RT. 009 RW. 001,

Pondok Kopi,  Duren Sawit,  Jakarta Timur tersebut dengan harga sebesar

Rp. 2.250.000.000.- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan :

“ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yag halal.”
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Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, sangatlah jelas jika Perjanjian jual

beli  yang  dilakukan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terkait  tanah  dan

bangunan yang terletak dijalan DR.  Soekamto No.  89 RT. 009 RW. 001,

Pondok Kopi,  Duren Sawit,  Jakarta Timur tersebut dengan harga sebesar

Rp.  2.250.000.000.-  (dua  miliar  dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  adalah

perjanjian yang sah menurut hukum;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati tata cara pembayaran jual beli

tersebut  akan  dilakukan  dengan  cara  Penggugat  mencicil  kepada

TERGUGAT,  disamping  itu  Penggugat  dan  Tergugat  menyepakati

pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat menggunakan

sebuah mobil Toyota Harrier yang akan dihargai sebesar Rp. 250.000.000.-

(dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa selama jual beli ini berjalan Penggugat telah melakukan pembayaran

kepada Tergugat sebanyak 15 kali, dengan rincian sebagai berikut :

a. Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober

2019;

b. Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober

2019;

c. Mobil Toyota Harrier yang setara dengan Rp. 250.000.000.- (dua ratus

lima  puluh  juta  rupiah)  berdasarkan  kesepakatan  Penggugat  dan

Tergugat tanggal 18 Oktober 2019;

d. Rp.  50.000.000.-  (lima  puluh  juta  rupiah)  pada  tanggal  28  November

2019;

e. Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 Desember

2019;

f. Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Desember

2019;

g. Rp.  50.000.000.-  (lima  puluh  juta  rupiah)  pada  tanggal  29  Desember

2019;

h. Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 15 Januari 2020;

i. Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8 Februari

2020;

j. Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2020;

k. Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2020;

l. Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2020;

m. Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020;
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n. Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus

2020;

o. Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada tanggal 18 September 2020;

Bahwa Penggugat sejauh ini telah melakukan pembayaran kepada Tergugat

sebesar  Rp.  714.500.000.-  (tujuh  ratus  empat  belas  juta  lima  ratus  ribu

rupiah);

8. Bahwa Penggugat  sejak bulan  Oktober  2019 telah menempati  tanah dan

bangunan tersebut dan mempersiapkannya dengan merenovasi bangunan

tersebut  karena  akan  digunakan  sebagai  kantor  bisnis  Penggugat

sebagaimana dia telah rencanakan dari awal pembelian;

Bahwa Penggugat  telah melakukan renovasi  terhadap bangunan tersebut

karena  akan  dijadikan  kantor  oleh  Penggugat  yang  jika  diperkirakan

pengeluaran Penggugat untuk renovasi tersebut sebesar Rp. 300.000.000.-

(tiga ratus juta rupiah);

9. Bahwa  pada  tanggal  11  Oktober  2020  Tergugat  secara  tiba-tiba

menghubungi Penggugat dan menyampaikan perjanjian jual beli Tanah dan

bangunan yang terletak dijalan DR.  Soekamto No.  89 RT. 009 RW. 001,

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik

No.  02573,  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur,  DKI  Jakarta  yang

terjadi antara Tergugat dan Penggugat dibatalkan oleh TERGUGAT;

10.Bahwa Pasal 1338 dan pasal 1266 KUHPerdata dengan jelas menyebutkan :

Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  bagi

mereka yang membuatnya. persetujuan-persetujuan itu tidak dapat  ditarik

kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-

alasan yang oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan

itikad baik.“

Pasal 1266 KUHPerdata

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal

demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus

dimintakan kepada Pengadilan. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak

dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal

tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan,
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atas permintaan tergugat,  leluasa memberikan suatu  jangka waktu  untuk

memenuhi  kewajiban,  tetapi  jangka  waktu  itu  tidak  boleh  lebih  dan  satu

bulan.”

Bahwa  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  1338  KUHPerdata  tersebut

diatas,  maka  tindakan  Tergugat  melakukan  pembatalan  sepihak

perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang terletak dijalan RS. Soekamto

No.  89  RT.  009  RW.  001,  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur

berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,

Jakarta Timur, DKI Jakarta tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

11.Bahwa  pada  tanggal  12  November  2020,  Tergugat  bersama  dengan

pengacara  bertemu  dengan  Penggugat  di  mall  Metropolitan  guna

membicarakan langsung perihal pembatalan jual beli tanah dan bangunan

yang terletak dijalan DR. Soekamto No. 89 RT. 009 RW. 001, Pondok Kopi,

Duren  Sawit,  Jakarta  Timur  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

12.Bahwa setelah pertemuan tersebut, Tergugat mengirimkan Surat tertanggal

16 November 2020 perihal Penyelesaian Pembatalan Jual Beli Ruko yang

pada pokoknya menjelaskan :

- Tergugat secara sepihak membatalkan jual beli Ruko dengan Penggugat;

- Tergugat  tidak  bisa  mengembalikan  uang  yang  telah  dibayarkan  oleh

Penggugat  kepada  Tergugat  sebesar  Rp.  445.000.000.-  (empat  ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat akan mengembalikan mobil Toyota harrier tahun 2008 beserta

surat-suratnya kepada Penggugat;

- Dan  uang  pembayaran  jual  beli  yang  sudah  dibayarkan  Penggugat

kepada Tergugat  sebesar  Rp.  445.000.000.-  (empat ratus enam puluh

empat juta lima ratus ribu rupiah) akan diperhitungkan sebagai sewa 13

(tiga belas) bulan oleh TERGUGAT;

13.Bahwa Penggugat telah menjawab surat Tergugat tertanggal 16 November

2020 tersebut melalui Surat Penggugat tertanggal 18 November 2020 perihal

Tanggapan atas penyelesaian jual beli ruko yang pada pokoknya Penggugat

menyampaikan keberatan atas tindakan Tergugat yang membatalkan proses

jual beli ruko;

Bahwa Penggugat menyadari tidak dapat berbuat banyak terkait keputusan

Tergugat  tersebut,  namun  Penggugat  meminta  kepada  Tergugat  untuk
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mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait  tanah dan bangunan

tersebut  yang terdiri dari :

- Uang  pembayaran  jual  beli  sebesar  Rp.  445.000.000.-  (empat  ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- mobil Toyota harrier tahun 2008 beserta surat-suratnya;

- Biaya renovasi sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah); dan

- Kerugian  Immaterial  yang  dialami  oleh  Penggugat  sebesar  Rp.

5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);

14.Bahwa  setelah  mengirimkan  surat  tanggapan  tersebut,  Penggugat

mengharapkan  persetujuan  Tergugat  terhadap  syarat-syarat  yang  telah

diajukan  oleh  Penggugat,  NAMUN  Tergugat  tidak  menanggapi  surat

Penggugat;

15.Bahwa  Tergugat  melalui  kuasa  hukumnya  Tomy  Rano,Abdul  &  Partners

mengundang  Penggugat  untuk  melakukan  mediasi  dengan  Tergugat

berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Mediasi  No.  A/091/TRAP/XII/20

tertanggal 7 Desember 2020;

Bahwa  Penggugat  telah  memberikan  tanggapan  terhadap  undangan

tersebut yang pada pokoknya Penggugat tidak dapat menghadiri undangan

tersebut dan meminta perubahan jadwal;

16.Bahwa  menindaklanjuti  surat  pembatalan  jadwal  mediasi  Penggugat,

Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Saudara

Tomy Rano Armansyah SH, MH pada tanggal 17 Desember 2020 bertemu di

mall Grand Metropolitan guna membahas terkait penyelesaian pembatalan

jual beli tanah dan bangunan tersebut;

17.Bahwa  setelah  pertemuan  tanggal  17  Desember  2020  sebagaimana

dimaksud  diatas,  hingga  saat  ini  Tergugat  tidak  beritikad  baik  untuk

mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagaimana

yang disampaikan sebelumnya;

18.Bahwa pada  tanggal  12  April  2021  Tergugat  telah  mengembalikan  mobil

Toyota harrier tahun 2008 beserta surat-suratnya kepada Penggugat;

19.Bahwa setelah pengembalian mobil Toyota harrier tersebut, hingga saat ini

Tergugat sudah tidak lagi beritikad baik untuk mengembalikan biaya-biaya

yang  dikeluarkan  oleh  Penggugat  sebagaimana  yang  telah  dimintakan

sebelumnya;

20.Bahwa  Penggugat  telah  mengirimkan  Surat  Somasi/Peringatan  kepada

Tergugat  yang  pada  pokoknya  Penggugat  meminta  pengembalian  biaya-

biaya yang telah Penggugat  keluarkan berdasarkan surat  Somasi/teguran
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No.  56/TMP-S/V/2021 tertanggal  27 Mei  2021 dan Surat  Somasi/Teguran

Kedua No. 57/TMP-S/V/2021 Tertanggal 4 Juni 2021;

21.Bahwa  hingga  gugatan  ini  diajukan  Tergugat  tidak  ada  itikad  baik  untuk

mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat;

22.Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan :

“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu mengganti kerugian tersebut“

Bahwa  berdasarkan  uraian  penjelasan  diatas  terkait  tindakan  Tergugat

kepada Penggugat, MAKA telah cukup alasan hukum untuk menyatakan

tindakan  Tergugat  melakukan  pembatalan  perjanjian  secara  sepihak

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

23.Bahwa  tindakan  Tergugat  sangat  membuat  Penggugat  kecewa  dan

Penggugat  tidak  berkeinginan  untuk  melanjutkan  transaksi  bisnis  lagi

dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa

pihak  yang  lain  untuk  memenuhi  persetujuan,  jika  hal  itu  masih  dapat

dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian

biaya, kerugian dan bunga.”

Bahwa  berdasarkan hal tersebut, maka telah cukup alasan hukum untuk

menyatakan  permintaan  pembatalan  perjanjian,  penggantian  biaya-biaya

yang  telah  dikeluarkan  Penggugat,  ganti  kerugian,  dan  bunga  sah  untuk

dituntuk oleh Penggugat kepada Tergugat; 

24.Bahwa  karena  tindakan  Tergugat  tersebut  diatas,  Penggugat  telah

mengalami  kerugian yang  sangat  banyak baik  secara  Materiil  maupun

Immateriil dalam perkara ini, yakni :

a. Materiil 

Kerugian yang sangat nyata dialami oleh Penggugat dalam bentuk uang

sebesar Rp. 764.500.000.- (tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus

ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pembayaran jual beli sebesar Rp. 464.500.000.- (empat ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Uang biaya renovasi bangunan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus

juta rupiah);

b. Immateril
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Bahwa  Penggugat  telah  kehilangan  waktu  dan  biaya  dalam  merintis

usaha  yang  telah  dicita-citakan  oleh  Penggugat,  selain  itu  Penggugat

kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uang yang telah diberikan

kepada Tergugat untuk berbisnis yang tidak dapat dihitung dengan uang

namun jika ditaksir  Penggugat  mengalami  kerugian Immateriil  sebesar

Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut,  maka  cukup  alasan  hukum  untuk

memerintahkan  kepada  Tergugat  untuk  mengganti  segala  kerugian-

kerugian yang diterima oleh Penggugat karena tindakannya baik dalam

bentuk materiil maupun Immateriil;

25.Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan

Tergugat akan menghindari kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya,

maka  Penggugat  mohon  kiranya  agar  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur

melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

a. tanah dan bangunan yang terletak dijalan DR. Soekamto No. 89 RT. 009

RW.  001,  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur,  berdasarkan

Sertipikat Hak Milik No. 02573, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur,

DKI  Jakarta  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 17 Maret 2000  dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Tanah  dan  Bangunan  milik  Ibu

Nani, tanah dan bangunan milik Ibu Aminah

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Setapak

- Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Tanah  dan  Bangunan  milik

Chandra Wasih

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dr. Soekamto

b. Harta-harta lain yang akan ditentukan kemudian hari;

26.Bahwa dikhawatirkan Tergugat atau Pihak-pihak yang mendapat hak atau

Kuasa  daripadanya lalai  melaksanakan isi  putusan perkara  a quo,  maka

Penggugat  mohon  agar  Majelis  Hakim  menghukum  Tergugat  untuk

membayar  Uang Paksa (Dwangsom) sebesar  Rp.  5.000.000.-  (lima juta

rupiah)/ hari;

27.Bahwa  gugatan  a  quo diajukan  berdasarkan  bukti-bukti  yang  sempurna

menurut  hukum,  maka  patut  dan  layak  menurut  hukum  diterima  dan

dikabulkan  Putusan  ini  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  walaupun  ada

verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voerraad);
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28.Maka  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas,  dengan  ini  Penggugat

memohon kepada Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan atau mejelis  hakim

yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk  berkenan  memutuskan

sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Perjanjian Jual beli tanah dan bangunan yang terletak dijalan

DR. Soekamto No. 89 RT. 009 RW. 001, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta

Timur,  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,  Pondok  Kopi,  Duren

Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan  tindakan  Tergugat  melakukan  pembatalan  perjanjian  sepihak

adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan Perjanjian Jual beli tanah dan bangunan yang terletak dijalan

DR. Soekamto No. 89 RT. 009 RW. 001, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta

Timur,  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,  Pondok  Kopi,  Duren

Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta dibatalkan;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  mengembalikan  biaya-biaya  yang  telah

dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 764.500.000.-  (tujuh ratus enam

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : :

- Uang  pembayaran  jual  beli  sebesar  Rp.  464.500.000.-  (empat  ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Uang biaya renovasi bangunan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta

rupiah);

6. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  ganti  kerugian Immateril kepada

Penggugat sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan, terhadap:

a. tanah dan bangunan yang terletak dijalan Dr. Soekamto No. 89 RT. 009

RW.  001,  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur,  berdasarkan

Sertipikat Hak Milik No. 02573, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur,

DKI  Jakarta  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 17 Maret 2000 dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Tanah  dan  Bangunan  milik  Ibu

Nani, tanah dan bangunan milik Ibu Aminah;

- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Setapak;

- Sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Tanah  dan  Bangunan  milik

Chandra Wasih;
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- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dr. Soekamto;

b. Harta-harta lain yang akan ditentukan kemudian hari;

8. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa (dwangsom)  sebesar

Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan

isi putusan perkara ini;

9. Menyatakan  putusan  ini  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu,  walaupun  ada

Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voerraad);

10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeqou et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim   telah  mengupayakan  perdamaian

diantara  para  pihak  melalui  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamqah Agung Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi  di  Pengadilan  dengan  menunjuk  Ardi,  S.H..,  M.H.,  Hakim  pada

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September

2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan

dengan  pembacaan  surat  gugatan  yang  isinya  tetap  dipertahankan   oleh

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut Tergugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Tergugat menolak dan mambantah dengan tegas atas seluruh dalil-

dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya kecuali yang

diakui secara tegas oleh Tergugat.

2. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 7 yang pada

intinya  menyatakan  Penggugat  telah  melakukan  pembayaran  cicilan

sebayak 15 kali dengan total pembayaran sebesar Rp 714.500.000,- (tujuh

ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
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Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan : 

Bahwa Penggugat melakukan pembayaran atas jual beli rumah toko yang

terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren

Sawit,  Jakarta  Timur  sebanyak  15  kali  dengan  perincian  10  kali  untuk

pembayaran pokok dan 5 kali pembayaran atas denda  perincian sebagai

berikut :

a. Pembayaran pada  tanggal  11  Oktober  2019 sebesar  Rp 35.000.000,-

(tiga puluh lima juta rupiah);

b. Pembayaran pada  tanggal  18  Oktober  2019 sebesar  Rp 65.000.000,-

(enam puluh lima juta rupiah);

c. Tanggal  18  Oktober  2019  dilakukan  penyerahan  1  unit  mobil  Toyota

Harrier yang disepakati seharga Rp 250.000.000,- (dua ratsu lima puluh

juta rupiah);

d. Pembayaran pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);

e. Pembayaran pada tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah);

f. Pembayaran pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah);

g. Pembayaran pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);

h. Pembayaran pada tanggal  15 Januari  2020 sebesar Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah);

i. Pembayaran  pada  tanggal  8  Februari  2020  sebesar  Rp  45.000.000,-

(empat puluh lima juta rupiah);

j. Pembayaran pada tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah);

k. Pembayaran  pada  tanggal  30  Juni  2020  sebagai  pembayaran  denda

bulan Juni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

l. Pembayaran pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai pembayaran denda

bulan Juli sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

m. Pembayaran pada tanggal 17 Agustus 2020 sebagai pembayaran denda

bulan Juli sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
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n. Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2020 sebagai pembayaran denda

bulan Juli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

o. Pembayaran  pada  tanggal  18  September  2020  sebagai  pembayaran

denda bulan Juli sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

3. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 8 yang pada

intinya menyatakan Penggugat pada bulan Oktober 2019 telah menempati

tanah dan bangunan objek perkara a quo dan Tergugat  telah melakukan

renovasi  terhadap  bangunan  tersebut  dengan  biaya  sebesar  Rp

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa sejak tanggal 11 Oktober tahun 2019 sampai dengan diajukannya

gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur,  Penggugat telah menempati

tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89

RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Bahwa atas renovasi terhadap objek perkara a quo , hal tersebut dilakukan

tanpa  adanya  kesepakatan  terlebih  dahulu  antara  Penggugat  dengan

Tergugat dan dapat dikatakan renovasi bangunan tersebut murni inisiatif dan

tindakan dari Penggugat sendiri, oleh sebab itu segala resiko atas renovasi

menjadi tanggung jawab dari Penggugat itu sendiri.

4. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 10, yang pada

intinya menyatakan Tergugat secara sepihak membatalkan proses jual beli

objek perkara a quo. 

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa tindakan  Tergugat  untuk  membatalkan  proses  jual  beli  bangunan

rumah  toko  yang  terletak  di  Jalan  DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur adalah tindakan yang tidak serta

merta diambil,  melainkan melalui  proses menunggu dan terus menunggu

itikad  baik  dari  Penggugat  selaku  pembeli  untuk  segera  melakukan

pelunasan berdasarkan  batas  akhir  pelunasan  yang  disepakati  sampai

dengan  bulan  November  2020 ,  namun  hal  tersebut  tidak  kunjung

dilaksanakan  oleh  Penggugat  dengan  mencari  berbagai  macam  alasan
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mulai dari bulan Mei 2020, sampai  akhirnya pada bulan November 2020,

Tergugat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian jual beli bangunan rumah

toko yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi,

Duren Sawit, Jakarta Timur. Tergugat merasa bahwa Penggugat bukanlah

sebagi  pembeli  yang  beritikad  baik  untuk  melaksanakan  segala

kewajibannya dan justru malah sebaliknya Penggugat yang telah melakukan

wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasar pada

apa yang telah disepakati sebelumnya.

5. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 17, 19 dan 21

yang  pada  intinya  menyatakan  Tergugat  tidak  ada  itikad  baik  untuk

menyelesaikan perkara a quo.

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa  Tergugat  mempunyai  kesabaran  yang  besar  dalam  menghadapi

proses  jual  beli  yang  rumah toko  yang  cukup  melelahkan,  betapa  tidak,

proses  tersebut  seharusnya  sudah  selesai  dari  Bulan  Mei  2020,  namun

dengan  berbagai  alasan  Penggugat  selalu  ingkar  terhadap  komitmennya

sendiri untuk melakukan pelunasan pada bulan Mei 2020.

Bahwa Tergugat telah menyerahkan kembali  kepada Penggugat satu unit

mobil  Toyota  Harrier  yang  sebelumnya  telah  diserahkan  dan  merupakan

bagian dari pembayaran pelunasan DP yang disepakati bersama seharga

Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Penggugat tidak dapat mengabulkan permintan pengembalian uang

kembali sebesar Rp 445.000.000,- (empat ratus enam puluh empat juta lima

ratus  ribu  rupiah),  hal  itu  dikarenakan  Penggugat  telah  mempergunakan

rumah toko milik Tergugat sejak serah terima kunci pada tanggal 11 Oktober

2019  sampai  dengan  gugatan  aquo  ini  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri

Jakarta  Timur,  yang  mana  apabila  Tergugat  menyewakan  rumah  toko

tersebut  kepada pihak lain  dalam kurun waktu  11 Oktober  2019 sampai

dengan 25 Oktober 2021 adalah sebesar  Rp 445.000.000,-  (empat ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Tergugat tidak dapat mengabulkan permintaan atas biaya renovasi

rumah  toko  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Penggugat  sebesar  Rp

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan tidak adanya kesepakatan

diawal  perihal  renovasi  terhadap  rumah  toko  karena  hal  tersebut  murni
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inisiatif dari Penggugat dan Tergugat tidak tahu menahu mengenai renovasi

tersebut sehingga segala resiko termasuk pengeluaran menjadi tanggaung

jawab Penggugat sendiri.

6. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 22 yang pada

intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum

karena telah membatalkan proses jual beli objek perkara a quo.

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa tindakan  Tergugat  untuk  membatalkan  proses  jual  beli  bangunan

rumah  toko  yang  terletak  di  Jalan  DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur adalah tindakan yang tidak serta

merta diambil,  melainkan melalui  proses menunggu dan terus menunggu

mulai  dari  bulan  Mei  2020  berdasarkan  batas  akhir  pelunasan  yang

disepakati  sampai  dengan  akhirnya  pada  bulan  November  2020

memutuskan  untuk  mengakhiri  perjanjian  jual  beli  bangunan  rumah toko

yang terletak  di  Jalan  DR.  Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi,

Duren Sawit, Jakarta Timur. Tergugat merasa bahwa Penggugat bukanlah

sebagi  pembeli  yang  beritikad  baik  untuk  melaksanakan  segala

kewajibannya  dan  justru  malah  sebaliknya  Penggugatlah  yang  telah

melakukan  wanprestasi  karena  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibanya

berupa : 

a. Pelunasan pembayaran untuk uang DP dengan total Rp 1.450.000.000,-

(satu  milyar  empat  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  terhitung  dari  bulan

Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 tidak tercapai.

b. Pelunasan sisa pembayaran sebesar Rp 800.000.000,-  (delapan ratus

juta rupiah) akan dibayarkan selama 5 kali pembayaran, terhitung mulai

bulan Januari  2020 sampai dengan bulan  Mei 2020 dengan besarnya

pembayaran  perbulannya  sebesar  Rp  160.000.000,-  (seratus  enam

puluh juta rupiah) tidak tercapai.

7. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 23 yang pada

intinya menyatakan Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat dan tidak

ingin melanjutkan proses jual beli objek perkara a quo.
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Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa Tergugatlah yang sebenarnya sangat dikecewakan dalam proses jual

beli  rumah  toko  sebagaimana  dimaksud,  karena  dengan  perbuatan

Penggugat yang tidak kunjung melunasi pembayaran sampai batas waktu

yang telah disepakati yaitu bulan Mei 2020 dengan berbagai alasan yang

disampaikan oleh Pengguat.

8. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan  Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 24 yang pada

intinya menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian secara materil dan

immateril.

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan : 

a. Kerugian materil.

Bahwa Penggugat tidak dapat  mengabulkan permintaan pengembalian

uang kembali sebesar Rp 464.500.000,- (empat ratus enam puluh empat

juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  hal  itu  dikarenakan  Penggugat  telah

mempergunakan  rumah  toko  milik  Tergugat  sejak  serah  terima  kunci

pada tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan gugatan aquo diajukan ke

Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  yang  mana  apabila  Tergugat

menyewakan rumah toko tersebut kepada pihak lain dalam kurun waktu

11  Oktober  2019  sampai  dengan  25  Oktober  2021  adalah  sebesar

Rp 464.500.000,-  (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu

rupiah rupiah).  Hal  tersebut  mengacu kepada harga sewa rumah toko

tersebut  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yang  pernah  disewakan  oleh

Tergugat  kepada pihak lain, yaitu dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai

dengan  2018  rumah  toko  tersebut  disewakan  kepada  pihak  alfamart

sebesar  Rp 1.066.666.667,-  (satu milyar enam puluh enam juta enam

ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Bahwa  Tergugat  tidak  dapat  mengabulkan  permintaan  atas  biaya

renovasi rumah toko yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp

300.000.000,-  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dikarenakan  tidak  adanya

kesepakatan  diawal  perihal  renovasi  terhadap  rumah  toko  karena  hal

tersebut murni inisiatif dari Penggugat dan Tergugat tidak tahu menahu

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai  renovasi  tersebut  sehingga  segala  resiko  termasuk

pengeluaran menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri.

b. Kerugian immateril.

Bahwa dalil ganti rugi immateril sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah) adalah dalil yang mengada-ada karena tidak jelas landasan serta

perhitungannya.

9. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan  Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 25 yang pada

intinya menyatakan Penggugat memohon sita jaminan atas objek perkara a

quo.

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa tidak beralasan hukum bagi  Penggugat  untuk meminta diletakkan

Sita Jaminan atas tanah objek  bangunan rumah toko, Karena  rumah toko

tersebut adalah  bukan  Hak  milik Penggugat,  melainkan  milik  Tegugat

berdasarkan bukti kepemilkan Hak atas tanah sertifikat No. 02573. Untuk itu

sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita  jaminan atas bangunan

rumah  toko  yang  terletak  di  Jalan DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur patut untuk ditolak. 

10. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan  Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 26 yang pada

intinya menyatakan mengenai adanya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp

5.000.000 (lima juta rupiah) perhari.

Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

bahwa  Tergugat  menolak  dalil  Penggugat  yang  menuntut  adanya  uang

paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000.,- (lima juta rupiah) perhari karena

dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak berdasarkan pada

Yurisprudensi Mahkamah Agung 26 Februari 1973 No. 79 K/SIP/1972 yang

menyatakan  bahwa  Uang  paksa  (dwangsom)  tidak  berlaku  terhadap

tindakan membayar uang.

11. Bahwa  Tergugat  menolak  dan  membantah  dengan  tegas  terhadap  dalil

gugatan  Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam point 27 yang pada

intinya  menyatakan  putusan  dapat  dijalankan  terlebih  dahulu  walau  ada

upaya Verzet, banding maupun kasasi.
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Bahwa  Tergugat  membantah  dan  menolak  dengan  tegas  terhadap  dalil

tersebut dengan alasan :

Bahwa Tergugat menolak dalil  yang disampaikan oleh Penggugat  karena

dalil  yang disampaikan oleh  Penggugat  sama sekali  tidak  didukung oleh

bukti-bukti  yang otentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal

180 HIR dan juga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat

sebagaimana  yang  ditentukan  dalam surat  edaran  Mahkamah  Agung  RI

tanggal 1 Desember 1975 No.06 dan tanggal 17 Mei 1971 No.3 Tahun 1971

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil dari Penggugat selain

dan selebihnya karena dalil Penggugat tidak didasarkan pada hukum.

Bahwa atas uraian dalil Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat terhadap dalil
Gugatan  dari  Penggugat  maka  sudah  sepantasnya  Majelis  Hakim  yang
memeriksa dan memutus perkara  a quo untuk menolak seluruh dalil Gugatan
dari Penggugat.

Berdasarkan  dalil-dalil  Jawaban  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  terhadap

Gugatan  Penggugat,  maka  tidaklah  berlebihan  apabila  Tergugat  memohon

kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  a  quo untuk

memberikan putusan : 

1 Menolak  Gugatan  dari  Penggugat untuk  seluruhnya atau  setidak-tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2 Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa  Tergugat  Konvensi  sekarang  dalam  kedudukannya  selaku

Penggugat  Rekonvensi  akan  mengajukan  gugatan  Rekonvensi  terhadap

Penggugat  Konvensi  dalam  kedudukannya  sekarang  sebagai  Tergugat

Rekonvensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas

mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa  pada tanggal 6 Agustus 2019 Tergugat Rekonvensi menghubungi

Penggugat  Rekonvensi  menanyakan  perihal  tanah  dan  bangunan  yang

berbentuk  ruko (rumah toko) milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di

Jalan  DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,

Jakarta Timur.
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4. Bahwa  pada  tanggal  10  Agustus  Penggugat  Rekonvensi  mengirimkan

dokumen yang berkaitan  dengan bangunan rumah toko tersebut  kepada

Tergugat  Rekonvensi  yaitu  berupa  surat  izin  mendirikan  bangunan

No.01110/IMB/2007  tertanggal 8  Februari  2007,  surat  Pajak  Bumi  dan

Bangunan Tahun 2015 dan Tahun 2019.

5. Bahwa  setelah  penyerahan  fotokopi  dokumen  yang  terkait  dengan

bangunan rumah toko tersebut,  Penggugat  Rekonvensi  dengan Tergugat

Rekonvensi bertemu kembali pada tanggal 16 Agustus 2019 dan setelah itu

dilanjut saling berkomunikasi secara intensif baik melalui telepon maupun

melalui chat WhatsApp.

6. Bahwa  pada  11  Oktober  2019  Tergugat  Rekonvensi  datang  ke  kantor

Penggugat  Rekonvensi  dan pada saat  itu  antara  Penggugat  Rekonvensi

dengan Tergugat Rekonvensi telah bersama-sama melakukan kesepakatan

jual beli tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02573

yang terletak di JalanR. Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren

Sawit, Jakarta Timur.

7. Bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa untuk sahnya

suatu perjanjian diperlukannya empat syarat, yaitu :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab (causa) yang halal. 

Bahwa  berdasarkan  pasal  tersebut,  jelaslah  bahwa  perjanjian  yang

dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait

bangunan rumah toko yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009

RW01 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur adalah perjanjian yang sah

menurut hukum.

8. Bahwa pada pertemuan tanggal 11 Oktober 2019 yang bertempat di kantor

Penggugat  Rekonvensi  disepakati  mengenai  harga jual  bangunan rumah

toko  yang  terletak  di  Jalan  DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01 Pondok

Kopi, Duren Sawit,  Jakarta Timur adalah sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua
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milyar  dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  menggunakan  metode

pembayaran sebagai berikut :

Pembayaran uang DP sebesar  Rp 1.450.000.000,-  (satu milyar empat

ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran uang secara

cicil dengan total sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta

rupiah) dan  penyerahan    1 unit mobil Toyota Harrier yang disepakati

bersama seharga Rp 250.000.000,-  (dua ratus lima puluh juta  rupiah)

dengan batas waktu pelunasan pembayaran untuk uang DP adalah dari

bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

a. Pembayaran sisa pelunasan sebesar  Rp 800.000.000,-  (delapan ratus

juta rupiah) akan dibayarkan selama 5 kali pembayaran, terhitung mulai

bulan Januari  2020 sampai  dengan bulan mei  2020 dengan besarnya

pembayaran perbulannya sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh

juta rupiah).

b. Penggugat Rekonvensi selaku Penjual akan membayar pajak sendiri.

c. Kecuali  biaya pajak penjual,  semua biaya yang timbul  adalah menjadi

tanggungan Tergugat Rekonvensi selaku pembeli.

9. Bahwa pada  pertemuan tanggal  11  Oktober  2012,  Tergugat  Rekonvensi

mempresentasikan  mengenai  mekanisme  pembayaran  atas  jual  beli

bangunan rumah toko yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009

RW01 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

10.Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Penggugat Rekonvensi menyerahkan

kunci rumah toko yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009 RW01

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur kepada Tergugat Rekonvensi.

11.Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran atas jual beli rumah

toko  yang  terletak  di  Jalan  DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01 Pondok

Kopi,  Duren Sawit,  Jakarta Timur sebesar Rp. 714.500.000,-  (tujuh ratus

empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara cicil sebanyak

15  kali  dengan  perincian  10  kali  untuk  pembayaran  pokok  dan  5  kali

pembayaran atas denda dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembayaran pada tanggal  11  Oktober  2019 sebesar  Rp 35.000.000,-

(tiga puluh lima juta rupiah);
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b. Pembayaran pada tanggal  18  Oktober  2019 sebesar  Rp 65.000.000,-

(enam puluh lima juta rupiah);

c. Tanggal  18  Oktober  2019  dilakukan  penyerahan  1  unit  mobil  Toyota

Harrier yang disepakati seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah);

d. Pembayaran pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);

e. Pembayaran pada tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah);

f. Pembayaran pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah);

g. Pembayaran pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar Rp 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah);

h. Pembayaran pada tanggal  15 Januari  2020 sebesar Rp 100.000.000,-

(seratus juta rupiah);

i. Pembayaran  pada  tanggal  8  Februari  2020  sebesar  Rp  45.000.000,-

(empat puluh lima juta rupiah);

j. Pembayaran pada tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah);

k. Pembayaran  pada  tanggal  30  Juni  2020  sebagai  pembayaran  denda

bulan Juni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

l. Pembayaran pada tanggal 12 Agustus 2020 sebagai pembayaran denda

bulan Juli sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

m. Pembayaran pada tanggal 17 Agustus 2020 sebagai pembayaran denda

bulan Juli sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

n. Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2020 sebagai pembayaran denda

bulan Juli sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

o. Pembayaran  pada  tanggal  18  September  2020  sebagai  pembayaran

denda bulan Juli sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
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12.Bahwa  Penggugat  Rekonvensi  telah  menyampaikan  kepada  Tergugat

Rekonvensi  perihal  adanya  denda  apabila  terjadi  keterlambatan

pembayaran setiap bulannya.

13.Bahwa  pada  tanggal  12  April  2021  Penggugat  Rekonvensi  telah

mengembalikan  satu  unit  mobil  Toyota  Harrier  beserta  surat-suratnya

kepada  Tergugat  Rekonvensi,  yang   mana  pengembalian  tersebut  tetap

dihitung  sama  seharga  sewaktu  penyerahan  pertama  kali  dari  Tergugat

Rekonvensi  kepada  Penggugat  Rekonvensi  yaitu  dihargai  sebesar  Rp

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran

yang  telah  dilakukan  oleh  Tergugat  Rekonvensi  setelah  dikurangi

pengembalian  mobil  Toyota  Harrier  adalah  sebesar  Rp  464.500.000,-

(empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

14.Wanprestasi  adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi  atau

lalai  melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam

perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 

Unsur-unsur  wanprestasi adalah :

1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak

2. Adanya pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi  perjanjian

yang sudah disepakati

3. Sudah dinyatakan lalai  tetapi  tetap juga tidak mau melaksanakan isi

perjanjian.

15.Bahwa  seharusnya  sampai  dengan  akhir  Desember  2019  berdasarkan

kesepakatan sudah dibayarkan uang DP sebesar Rp 1.450.000.000,- (satu

milyar  empat  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  ternyata  pada  kenyataannya

sampai  dengan  tanggal  29  Desember  2019  Tergugat  Rekonvensi  hanya

melakukan pembayaran total keseluruhan sebesar Rp 500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp 250.000.000,-  (dua ratus

lima puluh juta) dibayar melalui  cara dicicil  dan penyerahan mobil Toyota

Harrier yang disepakati seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

rupiah).

16.Bahwa  seharusnya  sampai  dengan  akhir  bulan  Mei  2020   berdasarkan

kesepakatan  sudah  dilakukan  sisa  pelunasan  sebesar  Rp  800.000.000,-
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(delapan  ratus  juta  rupiah)  yang  dibayarkan  dengan  cicil  selama  5  kali

pembayaran, terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei

2020 dengan besarnya pembayaran perbulannya sebesar Rp 160.000.000,-

(seratus  enam puluh  juta  rupiah),  ternyata  pada  kenyataannya  Tergugat

Rekonvensi hanya melakukan pembayaran total sebesar Rp 195.000.000,-

(seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Bahwa  setelah  batas  waktu  pembayaran  sebagaimana  yang  telah

disepakati berakhir, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan beberapa

kali  kepada  Tergugat  Rekonvensi  agar  Tergugat  Rekonvensi  segera

melaksanakan pelunasan pembayaran, namun hal tersebut diabaikan oleh

Tergugat Rekonvensi.

17.Bahwa,  dengan  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  Tergugat  Rekonvensi

tersebut,  maka  Tergugat  Rekonvensi  telah  melakukan  cidera  janji

(wanprestasi)  terhadap  Perjanjian,  yaitu  dengan  tidak  dilaksanakannya

Pembayaran  cicilan  untuk  DP  sebesar  Rp  1.450.000.000,-  (satu  miliar

empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling

lambat bulan Desember 2019, dan tidak dilaksanakannya sisa pembayaran

sebesar  Rp 800.000.000,-  (delapan ratus  juta  rupiah)  yang harus  sudah

dilunasi pembayarannya pada bulan Mei 2020, sehingga dengan demikian

cidera  janji   tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian  bagi  Penggugat

Rekonvensi.

18.Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

19.Bahwa Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali memberitahukan kepada

Tergugat Rekonvensi agar segera melakukan pelunasan pembayaran atas

jual beli bangunan rumah toko yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89

RT009  RW01  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,   Jakarta  Timur,  namun  hal

tersebut  selalu  diabaikan  oleh  Tergugat  Rekonvensi  dengan  mencari

berbagai macam alasan.  Namun kenyataannya Tergugat Rekonvensi tidak

mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi

telah  ingkar  janji  atau  wanprestasi  dalam  menyelasikan  kewajibannya

kepada Penggugat Rekonvensi.
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20.Bahwa  Tergugat  Rekonvensi  telah  mempergunakan  rumah  toko  milik

Penggugat Rekonvensi sejak serah terima kunci pada tanggal 11 Oktober

2019  sampai  dengan  25  Oktober  2021  yang  mana  apabila  Penggugat

Rekonvensi  menyewakan  rumah  toko  tersebut  kepada  pihak  lain  dalam

kurun  waktu  11  Oktober  2019  sampai  dengan  25  Oktober  2021  adalah

sebesar Rp 464.500.000,- (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus

ribu rupiah rupiah), hal tersebut mengacu kepada harga sewa rumah toko

tersebut  pada  tahun-tahun  sebelumnya  yaitu  dalam  kurun  waktu  Tahun

2012   sampai dengan 2018 rumah toko tersebut disewakan kepada pihak

alfamart  sebesar  Rp 1.066.666.667,-  (satu milyar  enam puluh enam juta

enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

21.Bahwa  sampai  dengan  gugatan  aquo  ini  diajukan  Tergugat  Rekonvensi

masih menempati dan memanfaatkan bangunan rumah toko yang terletak di

Jalan  DR.  Soekamto  No.89  RT009  RW01  Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,

Jakarta  Timur,  maka  Tergugat  Rekonvensi  agar  segera  melakukan

pengosongan dan menyerahkan kembali kunci rumah toko tersebut kepada

Penggugat Rekonvensi secara sukarela.

22.Bahwa dikarenakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat

Rekonvensi  dan telah pula mempergunakan rumah toko milik Penggugat

Rekonvensi sejak serah terima kunci pada tanggal 11 Oktober 2019 sampai

dengan 25 Oktober  2021 maka Penggugat  Rekonvensi  telah  mengalami

kerugian materil sebesar  Rp 464.500.000,- (empat ratus enam puluh empat

juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

23.Bahwa akhinya pada tanggal  10 November 2020 Penggugat Rekonvensi

membatalkan  transaksi  jual  beli  rumah  toko  yang  terletak  di  Jalan  DR.

Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren Sawit,  Jakarta Timur

karena Penggugat  Rekonvensi  beranggapan sudah  tidak  ada itikad  baik

untuk melunasi pembayaran dari Tergugat Rekonvensi. 

Bahwa  atas  uraian  dalil  Rekonvensi  yang  disampaikan  oleh  Penggugat

Rekonvensi  terhadap Tergugat  Rekonvensi  maka sudah sepantasnya Majelis

Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  a  quo untuk  menerima  dan

mengabulkan seluruh dalil Rekonvesi dari Penggugat Rekonvensi.
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Berdasarkan  dalil-dalil  Rekonvensi  yang  disampaikan  oleh  Penggugat

Rekonvensi,  maka  tidaklah  berlebihan  apabila  Penggugat  Rekonvensi

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo

untuk memberikan putusan :

DALAM KONVENSI :

1.  Menolak  Gugatan dari  Penggugat  untuk  seluruhnya  atau  setidak-tidaknya

menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya Perkara kepada  Penggugat.

DALAM REKONVENSI : 

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya.

2. Menyatakan  perjanjian  jual  beli  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di

Jalan DR. Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi,  Duren Sawit,

Jakarta Timur adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  Rekonvensi  yang  tidak

melaksanakan  kewajiban  berdasarkan  perjanjian  untuk  melakukan

pelunasan   uang  DP  pada  bulan  Desember  2019  dan  tidak

melaksanakan pelunasan pembayaran secara keseluruhan pada bulan

Mei 2020 adalah sebagai perbuatan Wanprestasi (inkar janji).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian yang

dialami oleh Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi jika tanah

dan bangunan yang terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009 RW01

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur disewakan kepada pihak lain

selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 11 Oktober 2019 sampai dengan 25

Oktober 2021 sebesar Rp 464.500.000,- (empat ratus enam puluh empat

juta lima ratus ribu rupiah).

5. Memerintahkan  kepada  Tergugat  Rekonvensi  untuk  secara  suka  rela

mengosongkan bangunan yang terletak di  Jalan DR. Soekamto No.89

RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

6. Memerintahkan  kepada  Tergugat  Rekonvensi  untuk  secara  suka  rela

menyerahkan kunci kepada Penggugat Rekonvensi atas bangunan yang

terletak di Jalan DR. Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren

Sawit, Jakarta Timur.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara

ini.

atau
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Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang  bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat,  Penggugat  telah

mengajukan  replik  dan  terhadap  replik  tersebut  Tergugat  telah  mengajukan

duplik;

Menimbang,  bahwa pada  hari  Jumat  tanggal  24  Januari  2022,  telah

diadakan pemeriksaan setempat di Jalan Dr. Soekamto No.89 RT 009/RW 001

Pondok Kopi, Duren Sawit , Jakarta Timur yang hasilnya sebagaimana terbuat

dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Batas-batas  objek  tanah  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  setempat

sebagai berikut:

- Sebelah Timur :  berbatasan  dengan  Pengobatan  Tradisional

Cahaya;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl.Dr. Soekamto;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gang Setapak

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Ibu Nani

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 44

Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran

Perkara  Peradilan  Umum,  maka  sistematika  putusan  dibuat  dengan

mempedomani Surat Ketua Mahkamah Agung No 44 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  segala  sesuatu  yang  termuat  dalam

berita acara persidangan perkara ini,  untuk menyingkat putusan ini  dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  yang  pada

pokoknya adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan

melawan hukum  terhadap Penggugat  dengan alasan bahwa Tergugat  telah

melakukan pembatalan secara sepihak perjanjian jual  beli  antara Penggugat

dan Tergugat terkait dengan  tanah dan bangunan   senilai  Rp 2.250.000.000,-

(dua  milyar  dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  yang  terletak  di  Jalan  RS

Soekamto No. 89 RT 009 RT 009 RW 001, Pondok Kopi Duren Sawit , Jakarta
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Timur  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  02573  Pondok  Kopi  Duren

Sawit  ,  Jakarta  Timur  ,  DKI  Jakarta  padahal  Penggugat  telah  melakukan

pembayaran cicilan jual beli     rumah yang ada di atasnya kepada Tergugat

sejumlah  Rp.  714.500.000,00(tujuh  ratus  empat  belas  juta  lima  ratus  ribu

rupiah);

Menimbang,  bahwa di  dalam jawabannya,  Tergugat  membantah dalil

gugatan Penggugat  dengan alasan bahwa pembatalan proses jual  beli  tidak

serta merta diambil melainkan melalui proses menunggu iktikad baik Penggugat

untuk melunasi jual beli  tanahberikut rumah tersebut, justru Penggugat yang

tidak komitmen dalam melakukan pelunasan jual beli rumah  yang seharusnya

sudah selesai pada bulan Mei tahun 2020 , dan jumlah total uang pembelian

rumah  yang  dibayar  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  sejumlah

Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

diperhitungkan sebagai uang sewa rumah yang menjadi objek sengketa atas

penguasaan Tergugat terhadap rumah tersebut sejak tanggal 11 Oktober 2019

sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021  sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota

Harrier  yang  dijadikan  sebagai  pengganti  uang  cicilan  rumah   senilai

Rp250.000,00(dua ratus lima puluh  juta rupiah) telah dikembalikan Tergugat

kepada  Penggugat,  sedangkan  kunci  rumah  tersebut  belum  dikembalikan

Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak

disangkal  oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

sebagai berikut:

- Bahwa pada Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan

perbuatan jual  beli  sebidang tanah berikut  satu bangunan rumah di

atasnya yang terletak di Jalan Dr. Soekamto No. 89 RT 009/RW 01,

Pondok  Kopi  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur   seharga

Rp2.250.000.000,00(dua milyar dua ratus limapuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Penggugat telah membayar sebagian uang pembelian tanah

berikut rumah diatasnya sebagai panjar atas pembelian tanah berikut

rumah tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp464.500.000,00 (empat

ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan

satu unit mobil Toyota Harrier senilai Rp250.000.000,00(dua ratus lima

puluh juta rupiah);

- Bahwa Tergugat telah membatalkan perjanjian jual beli tanah berikut

rumah aquo dan Tergugat  telah mengembalikan kepada Penggugat

berupa   1  (satu)  unit  mobil  Toyota  Harrier  senilai
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Rp250.000.000,00(dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  sejak  Tergugat

melakukan pembatalan jual beli tanah berikut bangunan rumah  yang

menjadi objek sengketa;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  dalil  gugatan  yang  disangkal  oleh

Tergugat maka  yang menjadi  pokok  persengketaan antara kedua belah pihak

adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat  yang  telah membatalkan jual beli

tanah berikut rumah aquo merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di atas  maka  Majelis

Hakim  perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  163 HIR/283 RBg  Penggugat

berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  menguatkan  dalilnya  telah

mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-44 , surat bukti tersebut

telah  dibubuhi  materai  secukupnya  dan  telah  dinazegelen  serta  telah

disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, L-

4, P-5 , P-6, P-14, P-41 sampai dengan P-43 tidak dapat diperlihatkan aslinya di

persidangan,  sedangkan  bukti  P-7  sampai  dengan  P-13  merupakan  hasil

cetakan   dari  dokumen  elektronik   dan  2  (dua)  orang  Saksi  yang  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan in casu Saksi-Saksi

yaitu Euis Nurhati dan Riana;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil  sangkalannya,  Tergugat

mengajukan bukti  surat yang diberi  tanda bukti  T-1 sampai dengan bukti  T-5

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

di persidangan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  sebelumnya,

bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat  yang

dipandang  sebagai  bukti  sempurna    maka  diperoleh  fakta   hukum  bahwa

Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli secara lisan atas

sebidang  tanah  seluas  196  (seratus  Sembilan  puluh  enam  meter  persegi)

berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan R.S Soekamto/Kolonel

Sugiono RT 009 /01 , Kel. Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

tanggal 17 Maret 2006  yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02753

atas nama Sjaminah ;

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti   dengan  seksama  alat  bukti  di

persidangan, telah ternyata bahwa  bukti surat  produk P-1/T-1 hanya berupa
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fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02753 , yang aslinya tidak diperlihatkan di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  Surat  Keterangan  Nomor

007/EXT.SME-PIK/II/2018 vide bukti P-6 yang merupakan fotocopi yang aslinya

tidak diperlihatkan di persidangan yang intinya menerangkan bahwa Sertipikat

Hak Milik Nomor 02573 yang terdaftar atas nama Sjaminah sedang berada di

Bank CIMB Niaga;

Menimbang,  bahwa kendatipun   bukti P-6 hanya merupakan fotocopi

surat tanpa asli , akan tetapi bukti P-6 tersebut bersesuaian dengan dalil posita

gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02573

yang menjadi alas hak tanah aquo masih berada di Bank CIMB Niaga sebagai

jaminan perjanjian kredit, dalil gugatan Penggugat tersebut diakui secara tegas

oleh Tergugat; 

Menimbang,  bahwa karena Penggugat  mengetahui  bahwa  Sertipikat

Hak Milik Nomor 02573 masih dijadikan sebagai jaminan utang oleh Tergugat di

Bank  CIMB  Niaga  ,  namun  Penggugat  dan  Tergugat  tetap  sepakat  untuk

menjual tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah

Perjanjian Jual Beli  secara lisan  terhadap tanah berikut bangunan rumah di

atasnya yang terletak di di Jalan R.S Soekamto/Kolonel Sugiono RT 009 /01 ,

Kel. Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2006

yang terdaftar atas nama Sjaminah , yang Sertipikat Hak Milik Nomor 02573

yang masih dijadikan sebagai objek jaminan kredit di Bank CIMB Niaga adalah

sah?

Menimbang,  bahwa   di  dalam  posita  gugatan  Penggugat   ataupun

jawaban Tergugat , tidak ada mencantumkan tentang kapan   perjanjian jual beli

aquo diadakan oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan dalil gugatan

Penggugat   yang  diakui  oleh   Tergugat  ,   yang  dipandang  sebagai  bukti

sempurna telah ternyata  bahwa untuk  pertamakalinya Penggugat  melakukan

pembayaran cicilan pertama kepada Tergugat  pada tanggal 11 Oktober 2019

dengan  jumlah  uang  Rp35.000.000,00(tiga  puluh  lima  juta  rupiah),dan  sejak

saat  itu  Penggugat  sudah menempati  tanah dan rumah yang menjadi  objek

sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis menyimpulkan bahwa

Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli secara lisan terhadap tanah berikut

rumah  aquo  pada  tanggal  11  Oktober  2019,  dalam kaitannya  dengan  bukti

berupa P-6, pada saat jual beli   tersebut, surat yang menjadi bukti kepemilikan
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tanah  berikut  bangunan  rumah  in  casu  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  02573

dijadikan sebagai  jaminan utang di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah

perjanjian yang dilakukan secara lisan dengan  bukti kepemilikan tanah berikut

bangunan rumah sebagaimana terdaftar atas nama Tergugat di dalam Sertipikat

Hak Milik Nomor 02573 yang  sedang dijadikan jaminan utang di Bank CIMB

Niaga adalah sah ?

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  1457  KUHPerdata  yang  pada

pokoknya mengatur  bahwa jual  beli  adalah suatu persetujuan dengan mana

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan

pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata berbunyi sebagai

berikut:

“Jual  beli  itu  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  ,  seketika

setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan

harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum

dibayar”;

 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata  dan Pasal

1458  KUHPerdata  maka  menurut  hemat  Majelis  bahwa  sejak  dicapainya

kesepakatan oleh Penggugat   dan Tergugat  pada tanggal  10 Oktober  2019,

maka secara normatif sejak saat itu telah terjadi perjanjian jual beli secara lisan

di antara Penggugat dan Tergugat terhadap tanah berikut bangunan rumah di

atasnya yang terletak di di Jalan R.S Soekamto/Kolonel Sugiono RT 009 /01 ,

Kel. Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2006

yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02573 atas nama Sjaminah: 

Menimbang,  bahwa   ketentuan  pasal  1320  KUHPerdata  tersebut

mengatur  tentang syarat  sahnya perjanjian  yang mengandung unsur  syarat

subjektif dan syarat objektif  yakni  sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  berupa  P-1/T-1  berupa

Sertipikat Hak Milik No.02573 atas  tanah  dan bangunan yang menjadi  objek

sengketa dan berdasarkan hasil  pemeriksaan setempat  yang diadakan pada
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hari Jumat tanggal 24 Januari 2022 maka diperoleh fakta bahwa tanah seluas

196 (seratus sembilan puluh enam) meter persegi berikut bangunan rumah yang

menjadi objek perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat terletak di Jl.

RS Sukamto/ Kol.Soegiono RT009/01, Duren Sawit, Jakarta Timur Tertanggal

17 Maret 2006 yang terdaftar atas nama Sjaminah yang batas-batasnya adalah

sebagai berikut:

Sebelah Timur :  berbatas dengan Pengobatan Tradisional Cahaya;

Sebelah Selatan :  berbatas dengan Jl. DR. Soekamto;

Sebelah Barat :  berbatas  dengan Gang Setapak;

Sebelah Utara       :  berbatas dengan rumah Ibu Nani;     

Menimbang,  bahwa   berdasarkan   fakta  hukum  yang  diperoleh  di

persidangan,  telah  ternyata  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sepakat

melakukan  perjanjian  jual  beli  secara  lisan  atas  sebidang  tanah  seluas  196

(seratus  Sembilan  puluh  enam  meter  persegi)  berikut  bangunan  rumah

diatasnya yang terletak di Jalan R.S Soekamto/Kolonel Sugiono RT 009 /01 ,

Kel. Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2006

yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02753  atas nama Sjaminah

sesuai bukti P-1/T-1 berupa fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02753 tersebut

di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung

dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan No.007/EXT/SME- PIK/II/2018

dari  Julianto  Lim  selaku Relationship Manager CIMB Niaga  tertanggal 1

Februari 2018  bahwa  kendatipun SHM Nomor 02573 masih dijadikan sebagai

jaminan utang di bank CIMB Niaga, Penggugat setuju untuk melakukan  jual beli

tanah  berikut  rumah  yang  menjadi  objek  sengketa  dengan  cara  mencicil

sejumlah  uang  sebagai  pembayaran  panjar  pembelian  tanah  berikut  rumah

aquo  yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan total

sejumlah Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu

rupiah)  ditambah  dengan  penyerahan  satu  unit  mobil  Toyota  Harrier  senilai

Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ada

bukti  adanya  sebab  terjadinya  kesepakatan  didasari  oleh  adanya  kekhilafan

atau paksaan atau penipuan, sehingga Majelis berpendapat bahwa perjanjian

tersebut  didasari  oleh  iktikad  baik  oleh  Penggugat  dan  Tergugat   oleh

karenanya, perjanjian memenuhi syarat subjektif in casu adanya kesepakatan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan uraian pertimbangan di  atas,  telah

ternyata  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  baik  Penggugat  dan

Tergugat merupakan orang dewasa dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan

bahwa kedua belah pihak  tergolong orang yang berada di bawah pengampuan

dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa  perjanjian aquo memenuhi

syarat subjektif kecakapan pihak yang mengadakan perjanjian;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat perjanjian suatu hal tertentu,

bahwa  objek  perjanjian  adalah  perjanjian  jual  beli  tanah  berikut  rumah  di

atasnya yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02573, asli sertipikat

sebagai bukti kepemilikan tidak pernah ditunjukkan di persidangan dan terhadap

tanah berikut rumah yang menjdi objek perjanjian sudah diadakan pemeriksaan

setempat,  maka  diperoleh  bukti  persangkaan  bahwa  sertipikat  tersebut

dipergunakan sebagai jaminan kredit di Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa secara normatif  Pasal 1334 KUHPerdata mengatur

bahwa “Barang-barang yang baru akan ada di  kemudian hari  dapat  menjadi

pokok suatu perjanjian.  Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu

warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal

mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan

meninggalkan  warisan  yang  menjadi  pokok  perjanjian  itu  ,  dengan  tidak

mengurangiii ketentuan Pasal 169, 176 dan 178”;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  secara  normatif  telah  ditegaskan  di

dalam   ketentuan  Pasal  1334  KUHPerdata  yang  pada  pokoknya  mengatur

bahwa perjanjian terkait barang-barang yang akan ada di kemudian hari  dapat

menjadi  pokok  suatu  perjanjian  kecuali  terkait  dengan  warisan  yang  belum

terbuka, maka oleh karenanya  Majelis berpendapat bahwa kendatipun alas hak

kepemilikan objek sengketa masih merupakan jaminan di  bank CIMB Niaga,

maka dengan  belum diserahkannya bukti kepemilikan atas tanah berikut rumah

yang  menjadi  objek  sengketa  tidaklah  mengakibatkan  perjanjian  jual  beli

menjadi cacat karena berdasarkan keterangan Saksi Penggugat Euis Nurhati

yang merupakan tetangga yang berbatasan dengan tanah berikut rumah yang

menjadi  objek  perjanjian  jual  beli  tersebut  dan  Riana  yang  pernah  bekerja

sebagai  karyawan  di  travel  yang  dikelola  Penggugat  yang  berlokasi  di  atas

tanah dan rumah  tersebut, bahwa Penggugat menempati tanah berikut rumah

aquo selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan November 2019 , dan

kegiatan operasional travel berhenti sekitar 2 (dua) tahun pada masa pandemic

covid 19;
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Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat objektif  perjanjian

berupa suatu hal tertentu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan syarat suatu sebab  yang

halal,  maka  Majelis  akan  mempertimbangkan  tentang  apakah  diperbolehkan

mengadakan perjanjian jual  beli  barang tetap berupa tanah berikut  rumah di

atasnya yang bukti kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02573

dijadikan jaminan kredit di Bank CIMB, sehingga dalam perkara in casu , maka

Majelis  akan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor  4  Tahun

1996 tentang  Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Berkaitan dengan

Tanah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 berbunyi sebagai berikut:

“Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda  –benda  yang  berkaitan

dengan tanah selanjutnya diebut  Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang

dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ,

berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan

dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan

yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”;

Menimbang, bahwa seandainya ,  quad non, objek perkara dibebankan

sebagai  jaminan  hak  tanggungan  di  Bank  CIMB  Niaga  ,  jika  pihak  yang

mengagunkan  sertipikat  tanah  aquo   wan  prestasi,  maka  pelunasan  utang

terkait tanah aquo akan didahulukan kepada Kreditur in casu Bank CIMB Niaga

sebagai Pemegang Hak Tanggungan  daripada kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa    perjanjian jual beli tanah

berikut rumah aquo  yang merupakan objek hak tanggungan yang dilakukan

oleh Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  tentang

keabsahan perjanjian jual  beli  yang dibuat  secara lisan oleh Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  secara  teoritis,  R.Soeroso  dalam  bukunya

“Pengantar  Ilmu  Hukum”,  menyebutkan  setiap  perbuatan  manusia  yang

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, perbuatan

hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum)

yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum karena  akibat  itu  bisa  dianggap  sebagai

kehendak dari yang melakukan  perbuatan hukum;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun perjanjian yang dibuat oleh Penggugat

dan Tergugat dibuat secara tidak tertulis atau lisan, maka berdasarkan kajian

normatif sebagaimana diatur di dalam  ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang

tidak ada mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis atau  lisan dan

kajian  teoritir  berdaarkan  pendapat  R.  Soeroso  maka  Majelis  berpendapat

bahwa  bahwa  perjanjian  jual  beli  secara  lisan  yang  telah  disepakati  oleh

Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  perbuatan  hukum  yang  berasal  dari

pernyataan  kehendak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  menimbulkan  akibat

hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian untuk mentaati isi

perjanjian, dengan demikian   maka Majelis berpendapat bahwa perjanjian jual

beli  tanah berikut rumah aquo yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat

secara lisan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disyaratkan di

dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan angka

2 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah

perbuatan Tergugat  yang telah melakukan pembatalan perjanjian jual beli tanah

berikut  bangunan  rumah  yang  menjadi  objek  sengketa  adalah  perbuatan

melawan hukum?;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan pembatalan suatu perjanjian

diatur di dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal

balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal

demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus

dimintakan kepada Pengadilan. 

Menimbang, bahwa  mengacu kepada Pasal 1266 KUHPerdata, bahwa

dalam  hal  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya,  tidaklah  secara

otomatis  mengakibatkan  perjanjian  jual  beli  yang  telah  disepakati   oleh

Penggugat  dan  Tergugat  batal  demi  hukum,  melainkan  pembatalan  tersebut

haruslah dimintakan oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata berbunyi sebagai

berikut:

“Pihak  yang  terhadapnya  perikatan  tidak  dipenuhi,  dapat  memilih,  memaksa

pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan
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atau  menuntut  pembatalan  persetujuan  dengan  penggantian  biaya,  kerugian

dan bunga”;

Menimbang  bahwa  ketentuan  tentang  jangka  waktu  permohonan

pembatalan perjanjian secara normatif  diatur di dalam Pasal 1454 KUHPerdata

yang berbunyi sebagai berikut:

“Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi

dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai  waktu yang lebih

pendek, maka suatu itu adalah lima tahun”;

Menimbang,   bahwa terhadap tenggang waktu  pengajuan pembatalan

gugatan sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1454 KUHPerdata

menurut  hemat  majelis  dipandang  sebagai  salah  satu  persyaratan  formal

pengajuan   gugatan   pembatalan  perjanjian  sepanjang  tidak  ada  ketentuan

khusus yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan   dalil gugatan yang diakui secara tegas

oleh Tergugat , telah ternyata bahwa perjanjian  jual beli lisan yang diadakan

oleh Penggugat dan Tergugat diadakan pada  bulan Oktober tahun 2019 , dan

gugatan  aquo diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur

pada tanggal 21 Juni tahun 2021, dengan demikian maka dengan berpedoman

kepada ketentuan Pasal 1454 KUHPerdata, maka gugatan aquo masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan in casu 5 (lima) tahun, dengan demikian maka

pengajuan pembatalan perjanjian memenuhi syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa  secara normatif   terminologi perbuatan melawan

hukum  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  berbunyi

sebagai berikut:

“Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian

kepada orang lain, mewujudkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang,  bahwa   dalam  perkembangan  praktek  peradilan  yang

berlaku di  Indonesia, telah diadopsi   yurisprudensi  Lindenbaum-Cohen tahun

1919  untuk  menentukan  perbuatan  yang  dapat  dikualifisir  sebagai  suatu

perbuatan melawan hukum dengan menentukan 4 (empat)  kriteria perbuatan

yang penerapannya bersifat alternatif yakni sebagai berikut;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

3. Bertentangan dengan kesusilaan

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
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Menimbang, bahwa  di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan

pembatalan  secara  sepihak  perjanjian  jual  beli  tanah  dan  bangunan  yang

terletak di jalan RS. Soekamto No. 89 RT. 009 RW. 001, Pondok Kopi, Duren

Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02573, Pondok Kopi,

Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa  terkait dengan asas konsensualisme yang  diatur di

dalam  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  yang  pada  pokoknya

mengatur  bahwa semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai

undang-undang  bagi  yang  membuatnya,  maka  terdapat  asas  kekebasan

berkontrak di dalam penerapan perjanjian jual beli tanah berikut  bangunan di

atasnya yang terletak di Jalan RS Soekamto Nomor 89 tersebut, dan implikasi

yuridis  dari  perjanjian  aquo   dengan  mengacu  kepada  Pasal  1338  ayat  (1)

KUHPerdata   adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat

para  pihak  sebagai  undang-undang,  dan  dalam  pasal  1338  ayat  (3)

KUHPerdata ditegaskan pula bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh pihak

Penggugat dan  Tergugat tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  sebelumnya

bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat   telah  sepakat  untuk   melakukan

perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan  atas sebidang tanah

berikut  bangunan  di  atasnya  dengan  luas  tanah  196  (seratus

Sembilan puluh enam meter persegi) seharga  Rp 2.250.000.000,00

(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)  yang terletak di Jalan

R.S  Soekamto/Kolonel  Sugiono  RT  009  /01  ,  Kel.  Pondok  Kopi

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2006  yang

terdaftar  dalam  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor  02753   atas  nama

Sjaminah sesuai  bukti  P-1/T-1  berupa fotocopi  Sertipikat  Hak Milik

Nomor 02753;

- Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan pembelian atas

tanah  dan  bangunan  yang  menjadi  objek  sengketa  sejumlah  Rp

Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu

rupiah)  dan  1(satu)  unit  mobil  Toyota  Harrier  senilai

Rp250.000.000,00(dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  dan  terakhir

kalinya Penggugat melakukan pembayaran angsuran DP atas tanah

dan  bangunan  aquo  pada   tanggal  18  September  2020,  dan
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selanjutnya  Tergugat  tidak  lagi  melakukan  pembayaran  cicilan  DP

atas  tanah berikut rumah tersebut;

- Bahwa  Tergugat  telah  melakukan  pembatalan  secara  sepihak

perjanjian jual  beli  aquo dan Tergugat telah pula mengembalikan 1

(satu) unit  mobil  Toyota  Harrier senilai  Rp250.000.000,00(dua ratus

lima puluh juta  rupiah)  kepada Penggugat  yang semula digunakan

sebagai  sarana pembayaran cicilan pembelian tanah berikut rumah

aquo ;

Menimbang, bahwa  berdasarkan dalil  gugatan Penggugat yang diakui

oleh Tergugat  , bahwa telah ternyata bahwa Tergugat telah bertindak secara

sepihak membatalkan perjanjian jual beli aquo dengan cara mengembalikan 1

(satu) unit mobil Harrier senilai Rp250.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)

kepada Penggugat dan  secara sepihak menyatakan bahwa pembayaran uang

cicilan  tanah  dan  rumah  yang  menjadi  objek  sengketa  sejumlah

Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

dianggap sebagai uang sewa tanah berikut rumah yang menjadi objek perkara

selama   2  (dua)  tahun  sejak  bulan  Oktober  2019  sampai  dengan   bulan

November 2021;

Menimbang, bahwa   di  dalam dalil  gugatannya, Penggugat mengakui

dapat  tidak  memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pelunasan

tanah  berikut  bangunan  yang  menjadi  objek  sengketa  atau  setidaknya

pembayaran  pelunasan panjar pembelian tanah berikut rumah yang menjadi

objek  sengketa  ,  akan  tetapi  kelalaian  Penggugat  melakukan  pembayaran

panjar  tanah   berikut  bangunan  aquo  tidak  serta  merta  memberikan

kewenangan kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan perjanjian jual beli

tanah berikut bangunan rumah aquo  secara sepihak;

Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdata dan

1267 KUHPerdata ,sejatinya pihak Tergugat  yang terhadapnya perjanjian jual

beli  tidak dipenuhi, dapat memilih untuk melakukan tindakan memaksa pihak

Penggugat  untuk memenuhi kesepakatan untuk membayar angsuran jual beli

tersebut jika hal tersebut masih dapat dilakukan atau jika upaya tersebut sudah

dilakukan oleh Tergugat sejatinya Tergugat menuntut pembatalan persetujuan

dengan penggantian biaya , kerugian dan bunga ke pengadilan;

Menimbang,  bahwa   akan  tetapi  Tergugat  tidak  melakukan  tindakan

pembatalan perjanjian jual beli aquo ke pengadilan sebagaimana ditentukan di

dalam  Pasal  1266  KUHPerdata  dan  1267  KUHPerdata,   melainkan  secara
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sepihak  tanpa  melalui  putusan  pengadilan,  Tergugat  telah  melakukan

pembatalan perjanjian jual beli aquo,  dan untuk memperoleh kepastian hukum

terkait dengan perjanjian aquo, Penggugat  yang berinisiatif untuk melakukan

pembatalan perjanjian jual beli tersebut melalui gugatan aquo;

Menimbang,  bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah

pembatalan  secara  sepihak  perjanjian  jual  beli  aquo  dapat  dikategorikan

sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang,   bahwa  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor

4/Yur/Pdt/2018  berbunyi sebagai berikut:

“Pemutusan  perjanjian  secara  sepihak  termasuk  dalam  perbuatan

melawan hukum”

Menimbang,  bahwa dengan mengacu kepada Pasal  1365 KUHPerdata,

bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,  bahwa berdasarkan

bukti  surat  P-39  berupa  Surat Penyelesaian Pembatalan Jual Beli  yang

ditujukan kepada Penggugat oleh Tergugat tertanggal 16 November 2020, yang

bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya , bahwa Tergugat

telah melakukan pembatalan  perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan yang

terletak dijalan RS. Soekamto No. 89 RT. 009 RW. 001, Pondok Kopi, Duren

Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02573, Pondok Kopi,

Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, perbuatan tersebut dan telah ternyata

bahwa perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat berupa

ketidakpastian  terkait dengan status kepemilikan tanah berikut rumah aquo dan

hal tersebut bertentangan dengan hak subjektif  Penggugat sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa perbuatan pembatalan secara sepihak perjanjian jual

beli aquo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

Tergugat sebagai Penjual ,yang  sejatinya melakukan permintaan pembatalan

perjanjian jual beli ke pengadilan pada saat Penggugat sebagai Pembeli tidak

melaksanakan  kewajibannya  melakukan  pembayaran  cicilan  jual  beli  tanah

berikut  bangunan  rumah  yang  menjadi  objek  sengketa  sebagaimana  diatur

secara  imperatif  di  dalama  Pasal  1266   KUHPerdata  dan  Pasal  1267

KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata

maka karena   terdapat  hubungan  kausalitas  diantara  perbuatan  pembatalan

perjanjian  jual  beli  aquo  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  Tergugat  yakni

ketidakpastian status pembayaran sejumlah uang yang telah diserahkan oleh
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Penggugat  kepada Tergugat  sejumlah Rp464.500.000,00 (empat  ratus  enam

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa  berdasarkan dalil posita gugatan yang telah diakui

oleh  Tergugat  bahwa  berdasarkan  bukti  P-5  berupa  Kwitansi senilai

Rp.250.000.000 kepada Tergugat sebagai pembayaran Pembelian  Ruko dalam

bentuk penyerahan mobil Harrier tertanggal 18 Oktober 2019, Penggugat telah

menyerahkan mobil  Harrier  tersebut,  namun berdasarkan dalil  gugatan yang

diakui  oleh  Tergugat  dalam  jawabannya,  ternyata  Tergugat  telah

mengembalikan 1 (satu) unit mobil Harrier senilai Rp250.000.000,00(dua ratus

lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat,  selanjutnya akan dipertimbangkan

tentang berapa besarnya kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat

terkait dengan pembatalan perjanjian jual beli aquo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   hasil  pemeriksaan  setempat  yang

diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2022  telah ternyata bahwa pada

saat diadakan pemeriksaan setempat  tanah dan rumah yang  menjadi objek

sengketa tidak lagi  beroperasi sebagai kantor  yang dikhususkan untuk Biro

Travel  akan tetapi  tanah sengketa  tersebut  masih dikuasai  oleh  Penggugat

karena kunci rumah yang terletak di atas tanah sengketa masih dukuasai oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung

oleh bukti P-16 sampai dengan bukti P-38, dalil gugatan tersebut tidak dibantah

secara tegas oleh Tergugat,  maka diperoleh fakta hukum  bahwa Penggugat

telah  melakukan  renovasi  terhadap  bangunan  rumah tersebut  dengan  biaya

sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang,  bahwa  di  dalam  perjanjian  lisan  yang  disepakati  oleh

Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak ada kesepakatan supaya Penggugat

melakukan renovasi  bangunan rumah aquo,  karena inisiatif   renovasi  rumah

aquo  tersebut  berasal  dari  inisiatif  Penggugat  sendiri  setelah  Penggugat

menempati rumah aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1354 KUHPerdata berbunyi sebagai

berikut:

“Jika  seseorang  dengan  sukarela  tanpa  ditugaskan  ,  mewakili  urusan

orang lain,  dengan atau tanpa setahu orang itu,  maka ia  secara  diam-diam

mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu hingga

orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia

harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga
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harus  menjalankan  segala  kewajiban  yang  harus  ia  pikul  jika  ia  menerima

kekuasaan yang dinyatakan secara tegas”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1354  KUHPerdata   menurut

hemat  Majelis  bahwa  perbuatan  Penggugat  yang  telah  melakukan  renovasi

terhadap  rumah  yang  menjadi  bagian  dari  objek  sengketa  dilakukan  oleh

Penggugat tanpa disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya dalam

perjanjian jual beli tanah berikut rumah aquo dan perbuatan renovasi tersebut

dilakukan secara sukarela oleh Penggugat, sehingga dalam  hal ini Penggugat

disebut juga dengan Gestor ;

Menimbang, bahwa mengutip pernyataan R Soeroso, bahwa kehendak

dari yang melakukan perbuatan in casu Penggugat dan Tergugat menjadi unsur

pokok  dari  perbuatan  jual  beli  tersebut,  oleh  karenanya,  maka  perbuatan

Penggugat  yang  melakukan  renovasi  rumah  yang  menjadi  objek  sengketa

merupakan  perbuatan  sukarela  yang  mengandung  suatu  perbuatan  hukum

yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan hukum ini menjadi akibat hukum

yang tidak tergantung pada kehendak yang disebut dengan  zaakwaarneming,

dalam pengertian bahwa akibat hukum dari perbuatan Penggugat  merenovasi

rumah  tersebut   wajib  diselesaikan  sendiri  oleh  Penggugat,  oleh  karena

kehendak  untuk  merenovasi  rumah  tersebut  merupakan  inisiatif  sendiri  dari

Penggugat yang dilakukan secara sukarela dan renovasi tersebut sudah selesai

dilaksanakan oleh Penggugat selaku Gestor maka Majelis berpendapat bahwa

Penggugat tidak dapat menuntut biaya ganti rugi renovasi atas rumah tersebut

kepada  Tergugat,  dengan  demikian  maka  tuntutan  ganti  rugi  terkait  dengan

renovasi  yang  dilakukan  oleh  Penggugat  dinyatakan  tidak  beralasan  dan

haruslah ditolak;

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata

yang  diperluas  dengan  yurisprudensi  Lindenbaum -  Cohen  tahun  1919  dan

kaedah  hukum  yang  dimaksud  di  dalam   yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Nomor 4/Yur/Pdt/2018, maka Majelis berpendapat bahwa  perbuatan  Tergugat

yang membatalkan secara sepihak jual  beli   tanah berikut rumah di  atasnya

yang terletak di Jalan R.S Soekamto/Kolonel Sugiono RT 009 /01 , Kel. Pondok

Kopi  Kecamatan  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur  tanggal  17  Maret  2006   yang

terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02753  atas nama Sjaminah adalah

perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat selaku pihak pembeli dan

melanggar  kewajiban  hukum  Tergugat  selaku  Penjual  yang  seharusnya
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melakukan pembatalan perjanjian jual beli quo ke pengadilan, dengan demikian

maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang,   bahwa berdasarkan  ketentuan  pasal  1365  KUHPerdata,

oleh  karena  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  maka

Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti surat  berupa hasil cetakan

yang diajukan oleh Pengggugat berupa transfer Bukti P-7 berupa Bukti Mutasi

Rekening BCA atas nama Nelly Chandra (Istri Penggugat) selama       bulan

Oktober, November, Desember tahun 2019 dan bulan Januari tahun 2020, P-8,

berupa bukti Mutasi Rekening BCA atas nama Harwinto Asmara selama bulan

Januari  2020,  P-9,  berupa  bukti transfer melalui Mobile Banking  sejumlah

Rp50.000.000 dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 16 Mei 2020,  bukti

P-10  berupa  bukti Transfer melalui Mobile Banking  sejumlah Rp10.000.000

dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 30 Juni 2020, P-11 berupa bukti

Transfer melalui Mobile Banking sejumlah Rp4.000.000 dari Penggugat kepada

Tergugat tertanggal 12 Agustus 2020, P-12 berupa bukti transfer melalui Mobile

Banking sejumlah Rp2.000.000 dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17

Agustus 2020,  bukti  P-13, berupa  Transfer melalui Mobile Banking sejumlah

Rp1.500.000 dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 20 Agustus 2020 dan

bukti P-14 berupa transfer melalui Mobile Banking sejumlah Rp2.000.000 dari

Penggugat kepada Tergugat tertanggal 18 September 2020 yang satu dengan

lainnya  saling  bersesuaian  dengan  pengakuan  Tergugat  dalam jawabannya,

maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan transfer uang sebagai

cicilan pembelian tanah berikut rumah objek sengketa dengan total sejumlah Rp

Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa  berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui

oleh  Tergugat  bahwa   1  (satu)  unit  mobil  merek  Toyota  Harrier  senilai

Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)  yang semula dipergunakan

sebagai bagian dari cicilan pembayaran pembelian tanah berikut rumah aquo

telah  dikembalikan  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  ,  maka  kerugian nyata

yang  dialami  oleh  Penggugat  sebagai  akibat   pembatalan  secara  sepihak

perjanjian  jual  beli  tersebut  sejumlah  Rp464.500.000,00  (empat  ratus  enam

puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  tuntutan  ganti  rugi  immaterial

sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)  yang diajukan oleh Penggugat

di dalam gugatannya , tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat oleh karenanya,
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maka petitum angka 6 terkait dengan tuntutan ganti rugi imateril  tidak beralasan

dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka petitum  gugatan angka 3 dan

angka 4 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa   karena  Tergugat  terbukti  melakukan  perbuatan

melawan hukum maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian nyata yang

dialami  oleh  Penggugat  berupa  pengembalian  uang  sejumlah

Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan

demikian, maka petitum angka 5 patut dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa

uang sejumlah  Rp464.500.000,00  (empat  ratus  enam puluh  empat  juta  lima

ratus  ribu  rupiah)    merupakan  uang  yang  dikompensasikan  sebagai  uang

pembayaran sewa rumah yang menjadi objek sengketa selama 13 (tiga belas)

bulan  terhitung sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi Penggugat in casu Euis

Nurhati yang merupakan tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan tanah

dan rumah sengketa dan Saksi Riana yang sempat bekerja sebagai salahs atu

karyawan di  travel  milik  Penggugat  yang  menempati  bangunan rumah yang

menjadi objek sengketa, bahwa Penggugat menempati rumah  aquo selama 4

(empat) bulan  sejak bulan November 2019 dan terhenti akibat  pandemic covid

19,  dan  berdasarkan  fakta  hasil  pemeriksaan  setempat  bahwa  tidak  ada

kegiatan operasional di   lokasi objek sengketa;

Menimbang,  bahwa  karena  konstruksi  hukum  perjanjian  aquo  adalah

perjanjian jual beli yang dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat, maka   dalil

jawaban Tergugat yang secara sepihak mengkompensasikan uang pembayaran

cicilan  tanah  berikut  rumah  aquo  menjadi  perjanjian  sewa  adalah  tidak

beralasan hukum ,  karena telah ternyata Penggugat   secara sukarela telah

melakukan perbaikan atau renovasi  terhadap rumah sengketa yang tentunya

renovasi tersebut semakin menguntungkan bagi Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya,  maka  dalil  Tergugat  yang

mengkompensasikan  uang  cicilan  pembayaran  yang  telah  diserahkan  oleh

Penggugat  kepada Tergugat sejumlah Rp464.500.000,00 (empat ratus enam

puluh  empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)    sebagai  uang  sewa  rumah  oleh

Penggugat kepada Tergugat selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak bulan

November 2019 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
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Menimbang,  bahwa  karena   petitum   terkait  dengan  pembatalan

perjanjian  dikabulkan  oleh  Majelis,  secara  normatif  pembatalan  perjanjian

tersebut  menimbulkan  implikasi  yuridis  ,   dalam  hal  ini  Majelis  melakukan

interpretasi terhadap ketentuan penerapan ketentuan Pasal  1451 KUHPerdata

yang  mengatur  tentang  akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  terkait  tidak

dipenuhinya syarat subjektif perjanjian dan Pasal 1452 KUHPerdata terkait tidak

dipenuhinya syarat  objektif perjanjian yang pada pokoknya mengatur  tentang

pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan

seperti sebelum perjanjian dibuat;

Menimbang, bahwa oleh  karenanya berdasarkan tuntutan subsidair yang

diajukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  di  dalam  gugatan  dan  dalam

jawabannya,  maka  dengan berpedoman kepada prinsip keadilan hukum dan

keadilan moral, Majelis berpendapat bahwa  implikasi yuridis dari pembatalan

perjanjian  adalah   tanah  berikut  rumah yang  menjadi  objek  sengketa  harus

dikembalikan  oleh  Penggugat  kepada  pemilik  semula  in  casu  Tergugat

sepanjang  uang  yang  sudah  diserahkan  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat

sejumlah Rp464.500.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu

rupiah)  dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terkait  petitum  angka  7  ,  karena  selama  proses

pemeriksaan di pengadilan  Majelis tidak melakukan sita jaminan karena tidak

ada alasan untuk itu, maka petitum angka 7 dinyatakan  tidak beralasan dan

harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  petitum  8  berupa  tuntutan

pembayaran dwangsom,maka  pendirian Majelis adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 8  tentang dwangsom,

bahwa  pada  dasarnya  Pasal  606  a  Rv mengatur  bahwa  uang paksa  atau

dwangsom adalah  sejumlah  uang yang  dibebankan  kepada  seorang

berdasarkan  putusan  hakim  jika  ia  tidak  memenuhi  hukuman  pokok  yang

dijatuhkan hakim tersebut. Hakim menjatuhkan putusan demikian berdasarkan

permohonan salah satu pihak dalam sengketa;

Menimbang,  bahwa   Putusan  Mahkamah  Agung  No.  791K/Sip/1972

mengandung  kaidah  hukum  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa

pembayaran  dwangsom  dilarang  diterapkan  dalam  hukuman  untuk

pembayaran  sejumlah  uang  ,   maka   oleh  karenanya,  sesuai  dengan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  tersebut  di  atas   maka  petitum   butir   8

dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;
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Menimbang,  bahwa  terkait  petitum  angka  9  karena  gugatan  tidak

memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 HIR / 191 Rbg

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan

Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil Tahun 2000 maka petitum

butir 9  dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang,  bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk

sebahagian,  maka gugatan untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI 

Menimbang,bahwa di dalam gugatan rekonvensi  , Penggugat rekonvensi

mengajukan  gugatan  rekonvensi  yang   pada  pokoknya  agar  Tergugat

Rekonvensi  dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan  wan  prestasi  karena

Tergugat  Rekonvensi  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  Tergugat

Rekonvensi/Penggugat konvensi berdasarkan perjanjian jual beli yang dilakukan

secara lisan untuk melakukan pelunasan uang  panjar pembelian tanah berikut

rumah yang menjadi  objek sengketa   pada bulan Desember 2019 dan tidak

melaksanakan  pelunasan  pembayaran  secara  keseluruhan  pada  bulan  Mei

2020; 

Menimbang, bahwa  ketentuan Pasal 132 HIR memberikan pengertian

tentang  gugatan  rekonvensi  adalah  gugatan  yang  diajukan  oleh  Tergugat

sebagai  gugatan  balasan  terhadap  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat

kepadanya;

Menimbang,  bahwa  menurut  Pasal  244  Rv,  gugat  rekonvensi  adalah

gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat  terhadap Penggugat dalam suatu

proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang,  bahwa praktek peradilan mensyaratkan koneksitas antara

gugatan  konvensi  dan  gugatan  rekonvensi  ,  maka  syarat  gugatan  konvensi

harus memenuhi syarat terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum

dan kejadian  yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi

dan  hubungan  pertautan  itu  harus   sangat  erat   (innerlijke  samenhangen )

sehingga  penyelesaiannya  dilakukan  secara  efektif  dalam suatu  proses  dan

putusan;

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  secara  seksama  alat  bukti

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata memiliki  pertautan
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yang  erat  di  antara  gugatan  Konvensi  dan  Rekonvensi  terkait  dengan

pembatalan jual beli sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang

terletak  di Jalan R.S Soekamto/Kolonel Sugiono RT 009 /01 , Kel. Pondok Kopi

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur tanggal 17 Maret 2006  yang terdaftar

dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02753  atas nama Sjaminah;

Menimbang,  bahwa   terminologi  wanprestasi  berasal  dari  bahasa

Belanda  yang  berarti  prestasi  buruk.  Seseorang  yang  berjanji,  tetapi  tidak

melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa, lalai atau ingkar janji atau juga ia

melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh

dilakukannya,  maka ia  dikatakan wanprestasi.  Perbuatan wan prestasi  terdiri

dari 4 (empat) macam yakni sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana

dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Menimbang, bahwa karena terdapat kesamaan subjek dan objek  dalam

gugatan konvensi  dan  gugatan  rekonvensi,  maka  secara  mutatis  mutandis  ,

seluruh  pertimbangan  dalam  gugatan  konvensi  diambil  alih  menjadi

pertimbangan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang,  bahwa   di  dalam  dalil  gugat  rekonvensinya,  Penggugat

rekonvensi  mendalilkan  bahwa  Tergugat  Rekonvensi  telah  melakukan   wan

prestasi  karena  Tergugat  Rekonvensi   tidak  melaksanakan  kewajibannya

berdasarkan  perjanjian  untuk  melakukan  pelunasan uang  DP  pada  bulan

Desember  2019  dan  tidak  melaksanakan  pelunasan  pembayaran  secara

keseluruhan pada bulan Mei 2020 adalah sebagai perbuatan Wanprestasi (inkar

janji),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan

ternyata tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan adanya kesepakatan

Penggugat  Rekonvensi  dan  Tergugat  Rekonvensi  terkait  tenggang  waktu

pelunasan pembayaran uang DP (Down Payment) atas tanah berikut bangunan

yang menjadi objek sengketa  sebagaimana didalilkan oleh Tergugat rekonvensi

di dalam jawabannya;

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  menurut  hemat  Majelis  bahwa

kriteria perbuatan wan prestasi tidak melakukan apa yang disanggupi Tergugat

Rekonvensi  akan  dilakukannya,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan  Tergugat

Rekonvensi  tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan

tetapi  terlambat,  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh

dilakukan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan karena tenggang waktu

pelunasan  DP  atau  pelunasan  pembelian  tanah  berikut  bangunan  objek

sengketa tidak ada disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  dalam

pertimbangan konvensi yang diambil alih menjadi pertimbangan petitum gugat

rekonvensi  angka 2 ,  karena telah ternyata  bahwa perjanjian  jual  beli  objek

sengketa  yang  dilakukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  sah,  maka

petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa   sebagaimana  dipertimbangkan  di  dalam  gugat

rekonvensi  yang  keseluruhannya  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  gugat

rekonvensi,  maka  secara  mutatis  mutandis,  Penggugat  rekonvensi  telah

melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  telah  melakukan  pembatalan

perjanjian  secara  sepihak,  maka   untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  untuk

mewujudkan keadilan,  kepastian  dan  manfaat  hukum,  maka  terkait  dengan

petitum gugat rekonvensi angka 5 dan angka 6, maka petitum gugat rekonvensi

angka 5 dan angka 6 tersebut dikabulkan dengan syarat Penggugat Rekonvensi

harus terlebih dahulu mengembalikan uang sejumlah Rp464.500.000.,00(empat

ratus  enam  puluh  empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  kepada  Tergugat

Rekonvensi,dengan  demikian  petitum  gugat  rekonvensi  yang  diajukan

Penggugat  rekonvensi  patut  dikabulkan  untuk  sebahagian  yang  rumusan

selengkapnya akan dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangkaian  pertimbangan  tersebut  di

atas, maka petitum gugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya dinyatakan

tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah dipertimbangkan haruslah

dikesampingkan;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI 
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Menimbang  bahwa   karena  gugat  rekonvensi  dikabulkan  untuk

sebahagian,  maka  Tergugat  Konvensi/Penggugat  Rekonvensi  dihukum untuk

membayar biaya perkara;

Memperhatikan  Pasal  1266  KUHPerdata,  dan peraturan-peraturan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan  Penggugat untuk sebahagian;

2. Menyatakan  Perjanjian  Jual  beli  tanah  dan  bangunan  yang  terletak

dijalan DR. Soekamto No.  89 RT. 009 RW. 001,  Pondok Kopi,  Duren

Sawit,  Jakarta  Timur,  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,

Pondok  Kopi,  Duren  Sawit,  Jakarta  Timur,  DKI  Jakarta  adalah  sah

menurut hukum;

3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pembatalan perjanjian jual beli

tanah  berikut  rumah  sengketa  secara  sepihak  adalah  Perbuatan

Melawan Hukum;

4. Menyatakan  Perjanjian  Jual  beli  tanah  dan  bangunan  yang  terletak

dijalan DR. Soekamto No.  89 RT. 009 RW. 001,  Pondok Kopi,  Duren

Sawit,  Jakarta  Timur,  berdasarkan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  02573,

Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta dibatalkan;

5. Menghukum  Tergugat   untuk  mengembalikan  biaya-biaya  yang  telah

dikeluarkan  oleh  Penggugat  sebesar  Rp464.500.000,00  (empat  ratus

enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi  untuk sebahagian;

2. Menyatakan  perjanjian  jual  beli  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  di

Jalan DR. Soekamto No.89 RT 009 RW 01 Pondok Kopi, Duren Sawit,

Jakarta Timur adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  untuk

mengosongkan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Soekamto No.89 RT

009 RW 01 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur  sepanjang uang

Tergugat  Rekonvensi/Penggugat  Konvensi  sejumlah

Rp464.500.000,00(empat ratus enam puluh empat  juta  lima ratus ribu
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rupiah)  dikembalikan  dan  diserahkan  oleh  Penggugat  Rekonvensi

kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi  untuk

secara suka rela menyerahkan kunci  rumah  yang terletak di  Jalan Dr.

Soekamto No.89 RT009 RW01 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur

kepada  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  Konvensi,  setelah  uang

Tergugat  Rekonvensi/Penggugat  Konvensi  sejumlah

Rp464.500.000,00(empat ratus enam puluh empat  juta  lima ratus ribu

rupiah)  dikembalikan  oleh  Penggugat  Rekonvensi/Tergugat  konvensi

kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

5. Menolak gugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum  Tergugat  Konvensi  /Penggugat  Rekonvensi  untuk

membayar  biaya  perkara  yang  hingga  kini  ditetapkan   sejumlah

Rp1.513.000,00(satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) .

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari  Senin tanggal 09 Mei 2022   oleh

kami, Riana Br. Pohan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Suharta,

S.H. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk   berdasarkan  Surat   Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri  Jakarta

Timur Nomor  331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim tanggal  23 November 2021, putusan

tersebut pada  hari  Selasa tanggal 10 Mei 2022  diucapkan dalam persidangan

terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim

Anggota   tersebut,   Heleni  Faeriati,  S.H.,  Panitera  Pengganti  ,   Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H. Riana Br. Pohan, S.H., M.H.
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Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Heleni Faeriati, S.H.

Perincian biaya  :

1. Materai ....................................

2. Redaksi ...................................

:

:

Rp  10.000,00;

Rp  20.000,00;
3. Proses ..................................... : Rp 100.000,00;
4. PNBP ...................................... : Rp   40.000,00;
5. Panggilan ................................ : Rp  525.000,00;
6. Pemeriksaan setempat ........... : Rp  800.000,00;
7. Lainnya ................................... : Rp    28.000,00;
Jumlah : Rp1.513.000,00;
              (  satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)
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